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* bahwa memenuhi ketentuan Pasal & Peraturan Daerah Nomor

01 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDP Tahun Anggaran
2014,

.1. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Benglulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang

Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara A
Republik Indonesia Nomor 4349 ); '



10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2234);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1967 dan Pelaksanaan Pemerintah Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
2854);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 72007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negaraz
Republik Indonesia Nomor 4737},



13,

14.

135,

16.

17.

18,

19,

20,

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
sechagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor J;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hulkum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 02 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2011 Nomor);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008
tentang Penataan Crganisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun
2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lebong;

Peraturan Dacrah Kabupaten Lebong Nomor Tahun

2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (_

Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014,



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN .
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2014 . .
Pasal 1
1. Pendapatan
a. Semula Rp. 522.355.825.906,00
k. Bertambah/ (berkurang) Bp, 1879187198193
lumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 541.147.697.887,03
2. Belanja
a. Semula Rp. 560.355.825.906,00
b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 25.773.834.722,88
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 586.129.660.620. 88
surplus/|Defisit) setelah Perubahan Rp. ;
plus/(Densit) P (44.981.962.741,95)
3. Pembiayaan
d. Penerimaan
1) Semula Rp.  40.000,000.000,00
2] Bertambah fp.  5.981.962.741,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Fp.  45.981.962.741,00
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 2.000.000.,000,00
2) Bertambah / (berkurang) F'fp. (1.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah R 44.981.962.741,95
perubahan B
Siza lebih pembiayaan anggaran setelah R :
perubahan P-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBDP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

APBDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II Peraturan Bupati ini,

Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan APBDP yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih

lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan.



Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tubel
pada tanggal || Pevember2014

LY

ABUPH.TI LEBONG,

Y

Y H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubel
pada tanggal I Pevember 2014
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